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ABSTRACT
Code of Criminal Law (Penal Code) has set certain period of time on the subject of prosecution, can be expired by law. The provisions in article 78 of the Criminal Code actually set expiration rights of criminal prosecution, but should also be linked with the right run penalty. When the death of the right to run a longer sentence than the death of a criminal prosecution the right of the accused because it is definitely a mistake.

Criminal fraud as governed by Article 263 of the Criminal Code was in fact a criminal act that should be done deliberately to to declare a person charged with the crime of forgery was proven, the public prosecutor and the judge must prove the existence of the will of the defendant to act as a false or falsified letter. The existence of the defendant's intent to use the letter as a letter of their own genuine and not faked or to make others use a letter that he created artificially, required the presence of the defendant's knowledge of the use of the letter that he made the false or that he can fake it cause harm.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata-tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Usaha tersebut berbentuk pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Dengan berlakunya hukum pidana di Indonesia, hak dan kewajiban hukum seseorang yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang sifatnya melawan hukum dan diancam pidana perlu dilakukan suatu pemeriksaan di pengadilan guna menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana itu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Hukum sebagai sarana penegak ketertiban perlu lebih ditingkatkan, jika tidak demikian katertiban dan kepastian dalam hidup bermasyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara. Ketertiban umum merupakan prasyarat bagi segala usaha dan kegiatan masyarakat.

Hukum pidana sebagai hukum sanksi dipergunakan untuk mempertahankan norma, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat tidak selalu harus dengan aturan hukum pidana karena ada sanksi lain misalnya keperdataan atau administratif ataupun sanksi-sanksi lainnya yang berupa tindakan. Akan tetapi setelah hukum pidana terbuka terhadap kenyataan sosial maupun perubahan masyarakat dimana manusia bersama-sama hidup dalam suatu tingkat kebudayaan maka ternyata hukum pidana tidak dapat ditiadakan.

Peraturan pidana sesungguhnya merupakan hasil dari sesuatu kompromi dari berbagai kepentingan kelompok yang mempunyai kekuatan sosial atau menempati posisi politis dalam struktur sosial untuk menetapkan norma hukum dari pada ruang lingkup kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidanakan.

Kejahatan yang berintikan perilaku seseorang yang secara nyata melakukan kegiatan pribadi dengan menginsafi baik atau buruknya perbuatan yang menurut hukum pidana dimungkinkan untuk dihukum.

Bila seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka yang berhak menuntut di sidang pengadilan adalah jaksa penuntut hukum. Penuntutan ini mempunyai tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu sejak terjadinya semua perbuatan sampai dengan penuntutan di pengadilan.

Dalam praktek bisa terjadi batas waktu penuntutan itu bisa habis sehingga mengakibatkan gugurnya wewenang untuk mengadakan penuntutan seperti dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 25/Pid.B/1985/PN.Smda dalam perkara terdakwa Masdar bin H. Ali yang menyatakan tuntutan penuntut umum tersebut tidak dapat diterima karena daluwarsanya hak penuntutan.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “MASALAH DALUARSANYA HAK PENUNTUTAN PADA KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA SURAT DAN DUDUK PERKARANYA”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui mengenai masalah daluwarsanya hak penuntutan pada kasus pemalsuan tanda tangan pada surat dan duduk perkaranya serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam daluwarsanya hak untuk menuntut atas kasus pemalsuan tanda tangan pada surat.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Ruang lingkup permasalahan yang akan dikemukakan terutama menyangkut kewenangan penuntutan pidana dapat hapus karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.

Bagaimanapun harus diakui bahwa masalah yang timbul dalam pembahasan ini pada dasarnya masih dalam kategori kejahatan biasa, belum menimbulkan akibat yang terlalu luas bagi kehidupan bangsa dan negara. Rumusan permasalahan sengaja penulis batasi sedemikian rupa, adapun permasalahan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan daluwarsanya hak penuntutan pada kasus pemalsuan tanda tangan pada surat ?

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh sehubungan dengan pendaluwarsaan hak penuntutan pada pemalsuan tanda tangan pada surat ?

Pembahasan meliputi penerapan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa serta putusan pengadilan. Dari hal tersebut akan terlihat masalah pelaksanaan hukum serta akibat yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat yang prinsipil dalam menganalisa suatu bentuk kejahatan yang telah dilakukan sehingga berakibat tidak dapat dihindarinya kelemahan suatu unsur dalam dakwaan berakibat terdakw
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Ingin mengetahui gambaran yang lebih nyata mengenai gugurnya hak penuntutan akibat daluwarsa dalam kasus pemalsuan tanda tangan pada surat.

2) Ingin mengetahui sejauh mana peraturan tentang daluwarsanya hak penuntutan yang diterapkan dalam praktek peradilan.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan masalah daluwarsanya hak penuntutan sehingga dapat melaksanakan haknya dengan baik.

2) Diharapkan pula bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang daluwarsanya hak penuntutan.
D. Metode dan Tehnik Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode diskriptif yang memusatkan perhatian pada pemecahan yang terjadi sekarang, masalah aktual dengan menggambarkannya secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat di Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan metode diskriptif tersebut dilakukan pengumpulan, pencatatan, pengelompokan dan penguraiannya serta analisa terhadap data yang diperoleh. Dari hasil interpretasi dan analisa tersebut kemudian disusun guna mendapatkan suatu kesimpulan. 

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungan langsung dengan penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang Masalah Daluwarsanya Hak untukMenuntut Terhadap Perkara Pemalsuan atas Surat.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masalah Tentang Daluwarsa Hak Untuk Menuntut Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Surat
Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu bahwa masalah daluwarsa dalam hal penuntutan didasarkan pada alasan bahwa dengan lampaunya waktu yang panjang tersebut memperlemah tindakan mengenai pelanggaran hukum yang terjadi sekaligus mempersulit pembuktian dan memperkecil kemungkinan untuk berhasil dalam suatu penuntutan itu dapat menjadi daluwarsa menurut undang-undang. Misalnya seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran tetapi terhadap orang itu tidak segera diadakan penuntutan karena perbuatan pidananya belum diketahui secara pasti maka bila saat melakukan pelanggaran itu telah lewat waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena hak untuk mengadakan penuntutan telah gugur. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan suatu tinjauan kasus yang telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda berkenaan dengan hak tersebut diatas :

a. Perkara Nomor 25/Pid.B/1986/PN.Smda, duduk perkaranya, terdakwa Masdar bin H. Ali oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Samarinda di hadapan persidangan dengan dakwaan bahwa terdakwa antara tahun 1961 sampai tahun 1970 bertempat di rumah terdakwa Jln. P. Batur Kecamatan Samarinda Ilir telah membaca secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dengan cara :

1. Pada tanggal 17 Juni 1961 terdakwa mendapat selembaran surat keterangan yang dibuat oleh kepala kampong Pasar Pagi tertanggal Samarinda 17 Juni 1961 yang ditandatangani oleh Bustani H.N, isinya antara lain menyatakan terdakwa memang benar pemilik sebidang tanah perwatasan yang terletak di Jln. P. Batur Samarinda dengan batas sebelah utara dengan tanah watas Utut/Hamran, sebelah timur dengan tanah watas Wadjidin/Nursemah, sebelah selatan dengan jalan Tugu, serta sebelah barat dengan tanah watas               S. Abdullah Alhiduan. Kemudian dibawah sebelah kiri surat keterangan tersebut tertulis saksi-saksi H. Yusuf, Jb. Ruslan beserta tanda tangan masing-masing saksi.

2. Kemudian terdakwa telah merubah isi dari surat keterangan tersebut dengan cara merubah tulisan S.Abdullah Alhiduan diganti dengan tulisan Sj.Djainab Alhiduan, menambah saksi-saksi dengan tulisan Sj.Djainab Alhiduan, Wadjidin dan Utut. Membubuhkan tanda cap jempol pada saksi Sj.Djainab Alhiduan dan Utut kemudian tandatangan saksi Wadjidin seolah-olah cap jempol dan tanda tangan tersebut dibuat oleh saksi.

3. Bahwa terdakwa kemudian mempergunakan surat keterangan yang isinya telah ditambah dan dirubah itu telah berhasil mendapatkan sertifikat dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. P. Batur, sertifikat nomor 90 tanggal 08 April 1971 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sedangkan apabila surat keterangan tanggal 17 Juni 1961 tersebut tidak dirubah dan ditambah isinya, sertifikat tersebut tidak akan dikeluarkan oleh kantor yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan surat keterangan tanggal 17 Jni 1961 tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yaitu Arsad bin Abdul Rahman selaku ahli waris dari pemilik tanah tersebut yakni Esah atau setidak-tidaknya orang lain daripada terdakwa tersebut diatas. Atas perbuatan terdakwa tersebut dituduh melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal ayat 1 dan 2 KUHP.

4. Terdakwa dalam bulan April 1984 bertempat di jalan P.Batur Samarinda dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menjual sesuatu hak rakyat dengan memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah yaitu 80m2 tanah yang terletak di jalan P.Batur Samarinda dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat nomor 266 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran tanah Samarinda. Tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 17.000.000,- kepada orang yang bernama H. Hefny bin H. Rasidi. padahal terdakwa mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah ahli waris dari Alm.Esah yakni saudara Arsad. Atas perbuatan terdakwa tersebut dituduh melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 358 ke 1e KUHP.

5. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan ke persidangan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka jaksa penuntut umum tersebut berpendapat bahwa terdakwa Masdar bin H. Ali telah terbukti dengan sah meyakinkan menurut hukum melakukan kejahatan pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dan melakukan kejahatan penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 385 ke 1e KUHP.

6. Atas perbuatan terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa Masdar bin H. Ali bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan diatas dan menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan. Menyatakan barang bukti sebidang tanah seluas 246 m2 atas nama terdakwa Masdar bin H. Ali dikembalikan kepadanya. 

b. Atas tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara tersebut sekaligus mengadilinya dalam pertimbangan menyatakan bahwa :

1. Di dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum mengetengahkan tempus delicti dengan saat dimulainya penuntutan perkara ini maka dari tempus delicti dihitung sejak batas akhir tahun 1970 sedangkan saat dimulainya penuntutan haruslah dihitung sejak tanggal penuntut umum melimpahkan perkara atas nama terdakwa Masdar bin H. Ali tercatat surat pelimpahan perkara biasa tertanggal 26 September 1985. Dengan demikian dapat dihitung jaraknya mulai akhir tahun 1970 sampai tanggal 26 September 1985, lamanya 14 tahun 8 bulan 26 hari. Pentingnya masuk perhitungan jangka waktu terutama dihubungkan dengan adanya lembaga kedaluwarsa di dalam hukum pidana. Dengan ditentukannya bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, kewenangan penuntutan pidana hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 12 tahun ancaman hukuman yang didakwakan terhadap terdakwa dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP adalah enam tahun atau lebih dari tiga tahun. Menurut ketentuan pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam hal ini Masdar bin H. Ali sudah hapus setelah lewat waktu 12 tahun atau persisnya kewenangan menuntut tersebut telah hapus sejak akhir bulan Desember 1982 yang lalu, sebagai konsekwensi yuridisnya maka tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa atas dakwaan melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Terhadap terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 1 KUHP, majelis hakim berpendapat bahwa rumusan unsur delik jelas-jelas menunjukkan kearah pemilikan atau turut memiliki atas objek yang dijual kepada terdakwa Masdar bin H. Ali yaitu tanah perwatasan yang terletak di Jln. P. Batur Samarinda. Sedangkan istilah pemilikan dalam rumusan delik tersebut harus diartikan sebagai hak atas tanah tersebut. Baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek peradilan untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai sesuatu atas sebidang tanah atau bangunan termasuk kewenangan peradilan perdata.

3. Selama persidangan perkara ini, alat bukti yang diperiksa di depan sidang baik berupa kesaksian maupun bukti tulisan tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa.dari analisa pembuktian menurut hukum salah satu delik justru yang esensial ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah di depan sidang, karena itu dakwaan terhadap pasal 385 ayat 1 KUHP harus dinyatakan sebagai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

4. Akhirnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum atas dakwaan melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tidak dapat diterima kemudian membebaskan terdakwa Masdar bin H. Ali dari dakwaan melanggar pasal 385 ke 1 KUHP.

Jika kita melihat putusan pengadilan negeri Samarinda tersebut sebenarnya telah tepat untuk menerapkan peraturan yang ada. Didalam teori hukum pidana khususnya mengenai hukum acara pidana telah dinyatakan bahwa perbuatan yang sifatnya menyidik yang dilakukan oleh polisi atau pemeriksaan oleh jaksa tidak termasuk dalam pengertian perbuatan penuntutan. Oleh karena itu maka permulaan perbuatan penuntutan dalam pemeriksaan suatu perkara itu oleh jaksa penuntut umum diserahkan kepada ketua pengadilan negeri.

Objek dari kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas adalah berupa surat-surat yang dapat menimbulkan suatu hak, agar orang yang melakukan pemalsuan tanda tangan pada surat itu dapat dihukum, maka harus dibuktikan dulu bahwa pelakunya bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Untuk tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat sebenarnya harus dilakukan dengan sengaja sehingga nantinya di depan persidangan penuntut umum dan hakim yang memeriksa dan mengadili pelakunya harus dapat membuktikan adanya kehendak pelakunya untuk memalsukan surat itu.

Apabila kasus yang diuraikan dalam pembahasan ini diakitkan denganpersoalan daluwarsa penuntutan, maka demi kepastian hokum putusan yang telah dijatuhkan itu menurut penulis adalah wajar.

B. Upaya Hukum Dalam Daluwarsanya Hak Untuk Menuntut atas Pemalsuan Tanda Tangan Pada Surat
Dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kita mengetahui putusan itu dibuat oleh hakim, putusan mana diusahakan mendekat rasa keadilan yang berlaku bagi masyarakat. Suatu putusan yang dibuat oleh manusia memang harus kita akui mengandung kesalahan, kekeliruan, kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat sewenang-wenang atau memihak. Untuk maksud tersebut maka diadakan upaya hukum yang berusaha untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam putusan itu. Adanya upaya hukum ini sebenarnya merupakan jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar serta sejauh mungkin diseragamkan.

Para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan dan perkaranya sudah diputus dapat saja beranggapan bahwa putusan perkara pidana itu kurang tepat bahkan kurang adil sehingga menimbulkan rasa tidak puas walaupun dalam memutuskan suatu perkara hakim telah mempertimbangkan sehingga sesuatunya berdasarkan bukti-bukti dan peraturan perundangan yang berlaku serta keyakinan yang pasti dari hakim tersebut. Dalam hukum acara pidana yang kita kenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain mahkamah agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berhubung dengan itu, dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan dalam tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain itu dalam pasal 244 KUHP menentukan pula bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pangadilan lain selain mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas. Dengan demikian putusan pengadilan negeri dapat langsung dimintakan kasasi dalam hal lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut persoalan kurang tepatnya penerapan hukum.

Dengan tidak diperbolehkannya banding terhadap putusan bebas perlu kita ketahui bahwa masih ada istilah yang diberikan terhadap putusan bebas itu baik merupakan bebas murni, bebas tidak murni dan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung. Di dalam ilmu hukum pidana kita mengenal berbagai bentuk putusan bebas yakni bebas murni, bebas tidak murni, bebas dengan alasan pertimbangan kegunaan dan bebas terselubung.

Istilah-istilah tersebut penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang menyatakan bahwa bebas dari dakwaan tidak boleh berarti yang bebas murni. Sedangkan yang bebas tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya tetapi seharusnya merupakan lepas dari tuntutan hukum yang dinamakan juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Jadi bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Sebaliknya dapat juga terjadi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan kepada tidak terbuktinya suatu unsur dakwaan, jadi seharusnya putusan bebas.5)
Pengertian bebas tidak murni menunjukkan kepada putusan jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan kepada kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat. Berkenan dengan tinjauan kasus dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi sebagaimana yang terjadi terhadap putusan tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan negeri Samarinda yang membebaskan terdakwa Masdar bin H. Ali dan menyatakan pula bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima, maka jaksa penuntut umum tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri Samarinda ke Pengadilan Tinggi. Adapun alasan diajukannya banding terhadap perkara tersebut karena keberatan terhadap putusan tersebut, khususnya terhadap dakwaan ke 1. Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding tersebut menilau sudah tepat dan benar putusan pengadilan negeri Samarinda, karena itu haruslah dikuatkan. Disamping itu Pengadilan Tinggi memandang perlu dan menambah pertimbangan pengadilan negeri dalam putusannya bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam paal 263 ayat 1 dan 2 KUHP maksimum 6 tahun penjara. Karena yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pasal tersebut, maka menghitung tempo gugurnya penuntutan harus dperhitungkan menurut pasal 79. Sifat yang dimaksud dalam dakwaan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP terhadap terdakwa Masdar bin H. Ali adalah surat keterangan tertanggal 17 juni 1961, karena itu saat gugurnya penuntutan dihitung tanggal 09 April 1971 sampai dengan terdakwa diajukan ke sidang pengadilan negeri Samarinda tanggal 26 September 1985, maka tenggang waktu itu berjumlah 14 tahun lebih. Dengan dipenuhinya ketentuan yang diminta dalam pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP, maka hak menuntut untuk mengajukan terdakwa Masdar bin H. Ali ke muka persidangan pengadilan negeri Samarinda telah gugur karena lewat waktunya, yaitu 14 tahun lebih.

Pada akhirnya pengadilan tinggi Kalimantan timur di Samarinda memutuskan bahwa penerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum itu serta menguatkan putusan pengadilan negeri Samarinda tanggal 31 Mei 1986 Nomor 25/Pid.B/1985/Pn.Smda.

Dilakukannya upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri Samarinda merupakan upaya hukum yang ditempuh jaksa penuntut tersebut diadakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi baik mengenai kejadian atau peristiwa maupun hukumnya. Pada dasarnya banding atau putusan perkara pidana hanya diajukan oleh jaksa atau terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan.

Bila kita hubungkan pembahasan tentang putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri Samarinda dan pengadilan tinggi tersebut dikaitkan dengan pasal 244 KUHAP, maka putusan bebas itu tertutup untuk diajukan permohonan kasasi. Pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi adalah bebas murni. Putusan pengadilan adalah bebas murni karena unsur niat untuk memiliki barang tidak dapat dibuktikan oleh pengadilan. Sedangkan pembebasan tidak murni saat ini diartikan bahwa putusan pembebasan dari tuduhan oleh pengadilan yang didasarkan atas suatu penafsiran yang tidak benar. Mengenai pasal 263 KUHP ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut. Dikatakan pembebasan tidak murni adalah bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan sebab hakim melihat dalam surat surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu dimuat didalamnya. Ada juga pembebasan yang tidak murni yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan hukum. Terkadang kita tidak mudah untuk membedakan apakah kita berhadapan dengan pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itutidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Suatu pelepasan dari tuntutan hukum mungkin saja terjadi bila terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan berada dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Jadi putusan yang mengandung pembebasan yang mendasarkan pembebasan itu atas tidak terbuktinya perbuatan yang dituduhkan sebaiknya putusan yang mengandung pelepasan dari tuntutan hukum menyatakan perbuatan yang dituduhkan terbukti, namun demikian perbuatan atau pelakunya tidak dapat dipidana. Perbedaan yang terpenting dalam kaitannya dengan upaya hukum kasasi antara putusan bebas dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ialah bahwa terhadap putusan bebas tidak tersedia atau terbuka upaya hukum kasasi. Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari tuntutan hukum apabila putusan itu menurut bentuknya mengandung pembebasan terdakwa. Ditinjau dari isinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum karena itulah maka disebut sebagai pelepasan dari tuntutan hukum terselubung. Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, bila dalam surat dakwaan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang dan hakim memberikan interpretasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga mengenai undang-undang sedemikian bahkan interpretasi itu keliru sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.

Dengan diajukannya kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagaimana tersebut dimuka, maka dalam pertimbangan mahkamah agung mengemukakan pendapatnya bahwa dengan memperhatikan memori kasasi serta surat penyerahan risalah kasasi yang berhubungan dengan perkara itu lebih dahulu diperhatikan ketentuan dalam pasal 67 jo pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan negeri Samarinda tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi.

Menimbang pula bahwa permohonan kasasi dalam perkara ini diajukan oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Samarinda tetapi tidak nyata bahwa jaksa penuntut umum tersebut mendapatkan kuasa khusus dari jaksa agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, karena itu permohonan kasasi itu baru dianggap sebagai permohonan kasasi pihak. Disamping itu sesuai dengan yurisprudensi nya ada bila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu pembebasan yang murni sifatnya sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat pula bahwa bila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau bila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya meskipun tidak diajukan keberatan kasasi mahkamah agung berpendapat pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut. 
Memperhatikan bahwa keberatan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Masdar bin H. Ali yaitu bahwa pengadilan negeri Samarinda dalam putusannya telah membebaskan terdakwa adalah putusan bebas yang tidak murni. Pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara itu melakukan kekeliruan yaitu tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan salah menafsirkan surat dakwaan yaitu membuktikan unsur ketiga tanpa membuktikan lebih dahulu unsur pertama dan kedua. Terhadap keberatan kasasi itu mahkamah agung berpendapat bahwa penuntut umum yang mengajukan kasasi itu tidak dapat membuktikan dalam putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Akhirnya mahkamah agung berkesimpulan bahwa pemohon kasasi jaksa penuntut umum, yang menuntut perkara atas nama terdakwa Masdar bin H. Ali tidak dapat diterima.

Melihat materi terhadap kedua putusan pengadilan di bawah mahkamah agung berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Indonesia tidak terlihat bahwa putusan pengadilan negeri Samarinda itu telah melampaui batas wewenangnya.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi pembahasan yang diketengahkan dalam bab sebelumnya, maka akan diberi suatu kesimpulan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jangka waktu tertentu tentang masalah penuntutan, dapat menjadi daluwarsa menurut undang-undang. 

2. Ketentuan dalam pasal 78 KUHP sebenarnya mengatur daluwarsa hak penuntutan pidana, tetapi perlu juga dihubungkan dengan hak menjalankan hukuman. Waktu gugurnya hak untuk menjalankan hukuman lebih lama daripada gugurnya hak penuntutan pidana karena kesalahan terdakwa sudah pasti.

3. Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur pasal 263 KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja hingga untuk menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat itu terbukti maka jaksa penuntut umum dan hakim harus membuktikan adanya kehendak para terdakwa untuk berbuat secara palsu atau memalsukan surat. Adanya maksud para terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu, disyaratkan adanya pengetahuan para terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian.

B. Saran – saran

Demi untuk menjamin kepastian hukum maka hendaknya pembuktian mengenai pemalsuan tanda tangan pada surat diterapkan sebagaimana dengan peraturan perundangan pidana yang telah ada.

 Dalam hal terjadinya daluwarsanya penuntutan pada pemalsuan tanda tangan pada surat maka sebaiknya melalui jalur administrasi yang ada dengan cara meneliti kembali berkas surat yang didapatkan oelh pelaku pemalsuan tanda tangan pada surat ini.
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